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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang 

Gambar 2.1 

Gambar Peta Administrasi Kabupaten Semarang 

 

Sumber: Pemerintah Kabupaten Semarang 

2.1.1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi  

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, terletak pada  posisi 1100 14’ 54,75” – 1100 39’ 3” Bujur Timur dan 

700 3’ 57” – 700 30’ 0” Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai 

berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten 
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Demak; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Grobogan; sebelah selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten 

Magelang; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan 

Kabupaten Temanggung; bagian tengah terdapat Kota Salatiga. Luas wilayah 

Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 Hektar (950,21 km2) atau sekitar 

2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah dan secara administratif terdiri dari 19 

wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan. Dari keseluruhan luas 

wilayah kabupaten Semarang, telah menjadi kawasan terbangun seluas 

21,61%.  Sementara itu, terdapat lima kecamatan dengan kawasan terbangun 

lebih dari 30% yaitu Kecamatan Tengaran, Bergas, Kaliwungu, Ungaran 

Barat, dan Suruh. Letak geografis dan administrasi Kabupaten Semarang 

sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi 

Kabupaten Semarang. 

 

2.1.2. Kondisi Demografi  

Gambaran Umum Demografis Berdasarkan data sementara dari BPS, 

penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2011 berjumlah 938.802 

jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 284.018 KK. Dibandingkan 

dengan kondisi akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar 933.764 jiwa terdapat 

penambahan netto sebanyak 5.038 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 

0,54%. Jika pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang 

ratarata sebesar 983 jiwa per km2 luas wilayah, maka pada tahun 2011 

dengan data sementara sebesar 988 jiwa/ km2 dengan kepadatan tertinggi di 
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Kecamatan Ungaran Barat, Ambarawa dan Ungaran Timur. Berdasarkan data 

sementara dari BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 

2011 penduduk Kabupaten Semarang yang belum/ tidak bekerja sebesar 

46,55% sedangkan yang bekerja sekitar 53,45%. Sebagian besar penduduk 

bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan 

(35,89%), berikutnya pada sektor industri pengolahan (22,26%) serta pada 

sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,04%). 

Berdasarkan pendidikan yang dimiliki penduduk, Kabupaten Semarang masih 

tergolong rendah karena hanya sekitar 2,36% yang memiliki ijazah DIV/S1 

keatas, sementara persentase terbesar penduduk memiliki ijazah SD sederajat 

yaitu sebesar 29,63%, SMP sederajat sebesar 17,81% dan yang tidak 

memiliki ijazah SD sebesar 17,18%. 

 

2.1.3. Penggunaan Lahan dan Hutan  

Luas Wilayah Kabupaten Semarang Pada Tahun 2014  seluas 95.020,67 

Ha tidak mengalami perubahan hal ini karena tidak ada perubahan wilayah 

secara administratif baik wilayah kecamatan maupun desa. Biasanya 

perubahan luas wilayah karena adanya penggabungan maupun pemekaran 

wilayah dalam suatu wilayah kabupaten. Kecamatan dengan luas lebih dari 

6.000 Ha adalah Kecamatan Pringapus (7.835 Ha), Kecamatan Bringin (6.401 

Ha) dan Kecamatan Getasan (6.189 Ha). Adapun Kecamatan Ambarawa 

(2.822) dan Kaliwungu (2.995) merupakan kecamatan dengan luas terkecil. 

Secara ratarata luas kecamatan di Kabupaten Semarang ± 4.000-6000 Ha.  
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Gambar 2.2 

Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Semarang 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2015 

Luas wilayah berdasarkan penggunanaan lahan terbagi menjadi 3 jenis 

lahan yaitu : lahan pertanian sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan 

bukan pertanian kalau digabungkan menjadi luas baku kabupaten. 

Penggunaan lahan di Kabupaten Semarang sebagian besar wilayah tersebut 

merupakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan bukan sawah, 

sedangkan sisanya merupakan lahan bukan pertanian. Luas penggunaan lahan 

pertanian sawah  seluas 23 918,65 ha (25,17%), lahan pertanian bukan sawah 

: 36 358,45 (38,26%) sedangkan luas lahan bukan pertanian adalah 34 743,57 

(36,56%). Luas lahan sawah sangat tidak merata dilihat dari keterbandingan 

antar Kecamatan. Kecamatan Suruh, Pabelan dan Bringin mempunyai luas 

sawah lebih dari 2.000 ha. Kondisi ini kontradiksi dengan luas lahan sawah di 
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Kecamatan Getasan yang hanya 26 ha. Hal ini tentunya berdampak pada 

produksi padi yang tidak merata antar kecamatan.   

Seperti wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang juga 

mengalami hal yang sama berkaitan dengan konversi lahan pertanian. Luas 

lahan sawah Kabupaten Semarang Tahun 2014  tercatat seluas 23 918,65 Ha,  

dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014 dengan luas  23 919,51 Ha terjadi 

penurunan  seluas 0,86 Ha, hal ini disebabkan karena adanya pembangunan 

perumahan, kawasan industri, pelebaran jalan, pertokoan, fasilitas umum 

lainnya dll yang menggunakan lahan sawah.  Adanya konversi lahan di 

Kabupaten Semarang baik yang berubah menjadi areal industri, perumahan, 

jalan dan lain sebagianya  membutuhkan perhatian serta penanganan yang 

komprehensif dari semua kalangan. Hal ini mengingat posisi Kabupaten 

Semarang yang merupakan daerah penunjang ketersedian pangan di Jawa 

Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu juga 

mengingat semakin gencarnya isu penanganan pemanasan global. Bila 

kondisi ini tidak segera ditindaklanjuti dimungkinkan lahan sawah semakin 

berkurang dan produksi beras turun. Program peningkatan produksi pangan 

yang di canangkan pemerintah di wujudkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Semarang salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas irigasi yang 

mengairi sawah masyarakat, peningkatan jenis irigasi teknis maupun setengah 

teknis perlu dilakukan oleh dinas terkait untuk lebih mendorong peningkatan 

produksi padi. Pada Tahun 2014  terdapat  16 602,12 Ha areal sawah diairi 

oleh irgasi teknis maupun non teknis.   
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Akibat pertumbuhan penduduk  berdampak pada kebutuhan perumahan 

tentunya. Hal ini bisa dilihat dengan peningkatan luas lahan untuk rumah dan 

bangunan pada Tahun 2014  seluas 20 677,49 ha dibandingkan Tahun 2014 

seluas 20 675,22 ha meningkat 2,27 ha atau 0,011 %. Melihat kecenderungan 

pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kebutuhan 

perumahan perlu adanya penataan tata ruang yang terkelola dengan baik, 

supaya ada keseimbangan lahan sawah, bukan sawah serta lahan bukan 

pertanian sesuai peruntukannya.   

2.1.4. Pariwisata 

Gambar 2.3 
Jumlah Pengunjung Obyek Wisata 2010-2014 di Kabupaten Semarang 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2015 
 

Banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Semarang selama 5 tahun terakhir menunjukan tren yang terus naik. 

Jumlah pengunjung tahun 2014 sebanyak 1.535.615 mengalami peningkatan 

169.155 (meningkat 12,38 persen) dibandingkan tahun 2013. Banyaknya 

pengunjung tidak terdistribusi normal pada semua obyek wisata.   
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Kondisi alam Kabupaten Semarang yang menarik membuat obyek wisata 

di Kabupaten Semarang cukup diminati oleh banyak pengunjung. Bahkan 

banyak pengunjung yang berasal dari luar kota terutama pada saat musim 

liburan anak sekolah. Obyek wisata yang ada tersebar di wilayah Kabupaten 

Semarang cukup bervariasi terutama menjual wisata alam. Pada Tahun 2014 

jumlah wisatawan domestik yang berkunjung berjumlah 1.532.921  

pengunjung, meningkat 170.144  pengunjung (12,49 persen) dibandingkan 

tahun 2013 sebanyak 1.362.777 orang Obyek wisata yang paling banyak 

dikunjungi adalah Gua Maria Kerep Ambarawa, Candi Gedong Songo, Makam 

Nyatnyono dan 

Gambar 2.4 

Jumlah Pengunjung menurut Tempat Wisata Tahun 2014 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2015 
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Pemandian Muncul, Pemandian Muncul, Kampoeng Kopi Banaran, dan 

pemandian Siwarak. Sedangkan tempat wisata lainnya kurang diminati atau 

belum optimal  pengelolaannya.  

 

 

2.2. Gambaran Umum Hutan Produksi / Wana Wisata Penggaron 

Wana Wisata Penggaron terletak di kecamatan Ungaran, Kabupaten 

Semarang dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas di BKPH Penggaron KPH 

Semarang seluas 500 hektar. Kawasan hutan tersebut memiliki letak geografis 

1100 14’54,75” Bujur Timur dan 70 3’57” Lintang Selatan. Sedangkan 

konfigurasi alam yang berbukit berada pada ketinggian kurang lebih 210 m s/d 

348 m diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar antara 200-260 C dengan 

curah hujan rata-rata 2146 mm/tahun. Kawasan ini pada umumnya memiliki 

bentuk kontur landai sampai terjal, terutama yang berhubungan dengan sungai 

dan lembah.  

Wana Wisata Penggaron memiliki beberapa potensi diantaranya terdapat 

potensi tanaman yang beragam antara lain Pinus, Jati, Mahoni, rumput-

rumputan (teki, benggala, alang-alang dll.); terdapat potensi fauna yang 

beragam antara lain landak, bajing, garangan, dll; sebagai jalur migrasi burung 

dengan beberapa spesies yang menarik seperti Merak Hijau, Elang Ular Bido, 

Kadalan Birah, Kadalan Kembang dan beberapa raptor migran.; dan 

digunakan sebagai arena wisata antara lain wisata alam, untuk jalur track 

mobil dan motor, arena bermain dan lain-lain. Karena menyadari potensi yang 
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terdapat pada Wana Wisata Penggaron, Perum Perhutani sebagai pengelola 

membuat sarana dan prasarana seperti: 

1. Pintu Gerbang masuk dan Gardu Informasi sebanyak satu buah 

2. Lapangan Parkir yang tersebar di tiga lokasi  

3. MCK dengan jumlah 6 unit (12 Kamar Mandi dan WC) 

4. Taman Bermain Anak yang terletak di 2 lokasi 

5. Buper sebanyak satu lokasi 

6. Gardu Pandang sebanyak satu buah 

7. Hole 1 dan 9 sebanyak 2 buah 

8. Jaringan Listrik 27000 Watt dan  Jalan sepanjang 4 Kilometer 

Pengelolaan Wana Wisata Penggaron merupakan bentuk pemanfaatan 

kawasan hutan berupa “pemanfaatan jasa lingkungan’ yang dapat 

dikerjasamakan oleh Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Menteri 

Kehutanan: P.50/Menhut-II/2006 tentang pendoman Kegiatan Kerjasama 

Usaha Perum Perhutani Dalam Kawasan Hutan. Sedangkan dalam 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka 

Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam. 

Saat ini hutan tersebut dimanfaatkan oleh Perum Perhutani Divisi Regional 

jateng sebagai pendapatan “sampingan” yaitu sebagai hutan wisata dan 

perkemahan. 

Tabel 2.1 

Pendapatan Wana Wisata Penggaron Tahun 2014-2016 
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No Bulan 2014 2015 2016 

1 Januari 3.010.000 4.762.000 6.240.000 

2 Februari 1.845.000 2.857.000 3.520.000 

3 Maret 5.382.000 3.752.000 4.878.000 

4 April 3.659.000 4.520.000 6.772.000 

5 Mei 6.344.000 5.526.000 5.782.000 

No Bulan 2014 2015 2016 

6 Juni 7.474.000 8.258.000 2.589.000 

7 Juli 2.488.000 2.022.000 6.358.000 

8 Agustus 5.321.000 6.276.000 6.643.000 

9 September 8.921.000 8.100.000 9.405.000 

10 Oktober 5.561.000 8.755.000 10.806.000 

11 November 5.355.000 9.921.000 8.646.000 

12 Desember 4.952.000 6.859.000 11.005.000 

Total 60.312.000 71.608.000 82.644.000 

   Sumber: Perum Perhutani KPH Semarang 

Jumlah pendapatan Wana Wisata Penggaron pada tahun 2016 adalah 

sebesar Rp 60.312.000,00 dan pendapatan bulanan terbanyak berasal dari 

bulan September sebesar Rp 8.921.000,00 karena pada bulan tersebut banyak 

sekolah disekitar Kabupaten Semarang dan Kota Semarang banyak 

melaksanakan persami (Perkemahan Sabtu Minggu). 18  Sedangkan untuk 

tahun 2015 dan 2016 pendapatan Wana Wisata Penggaron mengalami 

peningkatan sebesar Rp 71.608.000 pada tahun 2015 dan Rp 82.644.000 pada 

tahun 2016. Pada tahun 2015 dan 2016, bulan September sampai bulan 

Desember adalah waktu yang paling sering dikunjungi karena pendapatan 

yang didapat Wana Wisata Penggaron diatas rata-rata pendapatan bulanan. 

                                                             
18

 Wawancara dengan Staff BKPH Penggaron Bapak Heru pada 15 Mei 2017 pukul 10.00 
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Hal tersebut disebabkan karena pada bulan tersebut merupakan bukan musim 

penghujan, sehingga banyak orang yang datang untuk sekedar foto pre 

wedding, berkemah persami, lari lintas alam.19 

2.3. Gambaran Umum Pembangunan Jateng Park 

2.3.1. Rencana Pembangunan Jateng Park  

Jateng Park merupakan salah satu produk kerjasama yang dihasilkan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemprakarsa dan Perum 

Perhutani sebagai pemilik atau pengelola hutan produksi Wana Wisata 

Penggaron. Pembangunan Jateng park akan dibangun diatas hutan produksi 

terbatas seluas 500 hektar yang terletak di BKPH Penggaron, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Semarang yang dimana di lokasi tersebut merupakan 

lokasi strategis diantara jalur ekonomi Semarang-Solo. Proyek ini merupakan 

pengembangan Wana Wisata Penggaron yang sebelumnya telah ada, namun 

nyatanya pendapatan yang didapat setiap tahunnya tidak sesuai target. Maka 

dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk bekerjasama 

dengan Perum Perhutani untuk mengembangkan Wana Wisata Penggaron 

menjadi Jateng Park yang digadang-gadang akan menjadi tujuan wisata 

dengan konsep theme park terbesar di Asia. Pembangunan Jateng Park itu 

sendiri menggabungkan konsep Conservation dan Leisure, dimana pada 

konsep tersebut, Jateng Park akan dibangun sebagai destinasi wisata theme 

park tanpa mengganggu dan merusak alam hutan Penggaron.  

2.3.2. Tujuan Pembangunan Jateng Park  

                                                             
19

 Wawancara dengan Staff BKPH Penggaron Bapak Heru pada 15 Mei 2017 pukul 10.00 
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Wana Wisata Penggaron di Kabupaten Semarang direncanakan akan 

menjadi suatu ikon pariwisata di Jawa Tengah setelah candi Borobudur20, 

dengan konsep conservation and leisure yaitu rekreasi edukatif untuk 

meningkatkan daya tarik wisata serta perekonomian Jawa Tengah, khususnya 

Kabupaten Semarang. Selain itu, Pembangunan Jateng Park itu sendiri akan 

menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama dari segi finansial yaitu 

Pemprov Jawa Tengah dan Perum Perhutani. 

 

2.3.3. Masterplan Jateng Park 

Pembangunan Jateng Park tidak lepas dari perencanaan yang matang, 

salah satu bentuk perencaannya adalah masterplan. Masterplan adalah 

gambaran bagaimana suatu proyek pembangunan terarah. Dalam 

pembangunan Jateng Park, Pemprov Jawa Tengah menginisiasi konsultan dan 

menunjuk Perum Perhutani dalam penyusunan Masterplan Jateng Park. 

Secara garis besar, Jateng Park akan dibangun diatas kawasan hutan 

Penggaron seluas 234 Hektare dari jumlah keseluruhan sebesar 1578,50 

Hektare. Dari luas yang akan dipakai, nantinya Jateng Park akan terbagi 

menjadi beberapa kawasan yang diantaranya adalah danau retensi, theme 

park, waterpark, eco lodge, eco safari, dan rest area. Setiap pembagian 

kawasan tersebut memiliki tema dan keunikan tersendiri tanpa meninggalkan 

konsep ekowisata. 

 Tabel 2.2  

                                                             
20  Wawancara dengan Pak Agung, Wakil Kepala Administasi Perhutani KPH Semarang pada 8 
Mei 2017 pukul 11.00 
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Konsep Pengembangan Wana Wisata Penggaron 

Legenda Luasan Pengembangan 

Gerbang Utama Jateng Park 3 Ha 

Taman & Plasa Sculpture 3 Ha 

Parkir Kendaraan dan pool kendaraan 8 Ha 

Legenda Luasan Pengembangan 

Gerbang Sekunder - 

Viewing Deck & Visitor Center 1 Ha 

Danau Retensi 4 Ha 

Theme Park 64 Ha 

Water Park 41 Ha 

Eco Safari 63 Ha 

Eco Lodge 27 Ha 

Rest Area 20 Ha 

Jumlah 234 Ha 

Sumber: BKPH Penggaron  

Pada gambar 2.5 menunjukkan bahwa dalam pembangunan Jateng Park 

telah dibagi dalam beberapa kawasan. Kawasan yang paling luas adalah 

dalam pembangunan eco safari yang berisi kebun binatang dan retention lake 

dengan luas 63 Hektare. Selanjutnya dalam mendukung akses masuk dan 

keluar Jateng park, akan dibangun interchange di KM 22 tol Banyumanik-

Ungaran dan dilengkapi dengan rest area sebelum pintu gerbang utama Jateng 

Park. Untuk mengetahui secara menyeluruh lihat Tabel 2.3. 
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Gambar 2.5 

Peta Rencana Znasi Jateng Park 

 
Sumber: Biro Isda Provinsi Jawa Tengah 

Tabel 2.3 

Zona Fasilitasi Jateng Park 

No. Zona Fasilitas Bentang Alam Akses 

1 Rest Area SPBU, Masjid, 

Foodcourt, Mini 

market, dan toko 

souvenir 

Tanah lapang 

dan pepohonan 

Akses langsung 

jalan tol 

interchange, 

gerbang utama 

Jateng Park 
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2 Theme 

Park 

Wahana, Shelter, 

Pusat Informasi, 

Masjid, Foodcourt, 

dan Toko Souvenir 

 

 

Tanah lapang 

dan pepohonan 

Akses langsung dari 

gerbang utama 

No. Zona Fasilitas Bentang Alam Akses 

3 Water 

Park 

Kolam renang, 

kolam arus,ruang 

ganti, cafe, dan toilet 

Sungai, 

retention lake, 

kontur, dan 

pepohonan 

Akses langsung dari 

gerbang utama 

4 Eco Safari Pusat loket dan 

informasi, shuttle, 

parkir, toilet, dan 

jalur safari 

Sungai, 

retention lake, 

kontur, dan 

pepohonan 

Akses langsung dari 

gerbang utama 

5 Eco Lodge Lobby, meeting 

room, restoran, 

cottage, lapangan 

golf 

Sungai, 

retention lake, 

kontur, dan 

pepohonan 

Akses tidak perlu 

langsung dari jalan 

tol 

6 Retention 

Lake 

Dermaga Perahu, 

viewing deck, 

shelter, jalur pejalan 

kaki dan sepeda 

Sungai, dinding 

sungai, kontur, 

dan pepohonan 

Akses tidak perlu 

langsung dari jalan 

tol 

7 Kantor 

Pengelola 

Kantor pengelola, 

meeting room, 

wisma karyawan, 

kantin 

Pepohonan Akses mudah dari 

gerbang utama dan 

ke seluruh kawasan 

Sumber: Biro isda Setda Jateng 

Tujuh wahana wisata yang dikembangkan dan total menelan anggaran Rp 

1,88 triliun. Peruntukannya adalah pembangunan theme park 40 ha (Rp 
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422,975 miliar), water park 39 ha (Rp 321,895 miliar), eco safari 77 ha (Rp 

453,895 miliar), eco lodge 29 ha (Rp 122,962 miliar), danau retensi 5 ha (Rp 

65,780 miliar), pengelolaan kawasan 1 ha (Rp 29,65 miliar), pengerjaan 

landscaping 7 ha (Rp 225,15 miliar), zona restoran dan suvenir 8 ha (Rp 

70,925 miliar). Berdasarkan Study Kelayakan Usaha Pengembangan Wana 

Wisata Penggaron (Jateng Park) nilai pengembalian investasi yang ditetapkan 

/ IRR sebesar 22,99%; Nilai IRR ideal adalah diatas 5% dari suku bunga saat 

ini (asumsi suku bunga saat ini 12%) sehingga nilai IRR yang diharapkan ± 

18%. Review Study Kelayakan telah dilakukan analisis sensivitas dengan 

variabel jumlah pengunjung sebanyak 1800 orang per hari/54.000 orang per 

bulan/648.000 pengunjung per tahun diperoleh nilai IRR sebesar 22,99%.  

2.4. Profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Perum Perhutani 

2.4.1.  Profil Perum Perhutani 

Gambar 2.6 

Logo Perhutani 
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Sumber: http://www.bumn.go.id/perhutani/ 

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara pengelola hutan di 

pulau Jawa dan Madura yang memiliki peran strategis mendukung sistem 

kelestarian lingkungan, sosial budaya dan perekonomian masyarakat 

perhutanan nasional. Perhutani andalan Pemerintah dalam penyelenggaraan 

kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang dapat bersaing ditingkat 

internasional pada masa mendatang.  

Perum Perhutani mempunyai kisah panjang dalam sejarah 

pembentukannya, diawali dengan terbentuknya Jawatan Kehutanan dengan 

Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah) tanggal 9 Februari 1897 

nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Sejarah hutan di bawah kekuasaan 

Hindia Belanda itu segera berakhir setelah Indonesia memproklamasikan diri 

sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Hak, kewajiban, tanggung 

jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan 

Kehutanan Hindia Belanda q.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan 

secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada 

masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-

undang dasar ini.” 

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan 

hak pengelolaan hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa 

Timur sejak tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 
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tahun 1972. Wilayah kerja Perum Perhutani selanjutnya diperluas pada tahun 

1978 dengan masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat 

berdasarkan PP Nomor 2 tahun 1978. 

Dalam perkembangan selanjutnya, penugasan Perum Perhutani 

mengalami penyesuaian dengan ditetapkannya PP Nomor 36 tahun 1986 

tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan disempurnakan pada tahun 

1999 melalui penetapan PP Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum 

Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Pada tahun 2001 bentuk pengusahaan 

Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah sebagai BUMN berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) Perhutani melalui PP Nomor 14 tahun 2001. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. Perhutani 

tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP 

Nomor 30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan 

Pemerintah tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 

tahun 2010 yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. 

Dari sejarah awal berdirinya Perhutani tersebut, terlihat ada fungsi 

strategis yang diemban oleh perusahaan ini untuk memberikan kontribusi 

kepada negara dalam bentuk pundi-pundi penerimaan negara. Tugas semacam 

ini telah Perum Perhutani emban hingga kini, karena sebagai BUMN Perum 

Perhutani juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. 

Dalam kumparan waktu tersebut, banyak perubahan sosial, ekonomi dan 

politik yang berpengaruh terhadap Perum Perhutani. Contohnya, pasca 
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reformasi, sebagaimana hutan-hutan yang lain, hutan-hutan Perum Perhutani 

juga dijarah secara besar-besaran oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan 

hutan Perum Perhutani menjadi kerontang bahkan gundul, hingga bisnis 

Perum Perhutani juga sempat merosot. Dalam konteks inilah, peran strategis 

Perum Perhutani juga bertransformasi. Jika sebelumnya hanya berperan 

dalam system perekonomian nasional, pasca reformasi Perum Perhutani juga 

berperan dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, dan sistem sosial 

budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar 

mereka bisa merasakan manfaat adanya hutan di satu sisi. Pada sisi lain 

masyarakat juga terlibat dalam mengelola dan mengamankan hutan dari 

penjarahan. 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan milik negara, Perum Perhutani 

bekerja sesuai dengan visinya yaitu “Menjadi Perusahaan Unggul dalam 

Pengelola Hutan Lestari”. Selain itu, Perhutani juga memiliki misi yaitu: 

1. Mengelola Sumberdaya Hutan Secara Lestari (Planet)  

2. Meningkatkan Manfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan bagi Seluruh 

Pemangku Kepentingan (People) 

3.  Menyelenggarakan Bisnis Kehutanan dengan Prinsip Good Corporate 

Governance (Profit) 

Wilayah kerja Perum Perhutani terbagi menjadi 3 Unit dengan 57 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Dalam pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani didukung pula oleh 13 Kesatuan 

Bisnis Mandiri (KBM), satuan kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) 
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yang terdiri dari 13 Seksi Perencanaan Hutan (SPH), dengan rincian sebagai 

berikut.(Lihat Tabel 2.4) 

 

 

Tabel 2.4 

Wilayah Kerja Perhutani 

Unit 

Kesatuan 

Pemangku Hutan 

Seksi 

Perencanaan 

Hutan 

Luas Unit 

(ha) 

Divisi Regional Jawa 

Tengah 

20 Lokasi 

 

4 Seksi 635.746,78  

Divisi Regional Jawa 

Timur 

23 Lokasi 5 Seksi 1.134.052,0  

Divisi Regional Jawa 

Barat & Banten 

14 Lokasi 4 Seksi 678.244,6 

Sumber: http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/128 

2.4.2.  Profil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Gambar 2.7 

Lambang Provinsi Jawa Tengah 



56 
 

 

Sumber: website resmi Pemprov Jawa Tengah 

 Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia 

Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten) 

yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih 

merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan 

terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, 

sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing gewest terdiri atas kabupaten-

kabupaten. Waktu itu Pati Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan 

Bojonegoro. 

Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten 

diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk 

gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, 

Salatiga, dan Magelang. 
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Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga 

memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa 

karesidenan (residentie), yang meliputi beberapa kabupaten (regentschap), 

dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (district). Provinsi Jawa Tengah 

terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan 

Kedu. 

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah 

membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan 

karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang ditetapkan 

pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 

kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini 

diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 

1950. 

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 

6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 

kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-

undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga 

terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan 

Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 

kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah 

kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat 

pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota 
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Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta 

Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). 

Dalam menjalankan Pemerintahan, Pemerintah Jawa Tengah memiliki 

visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” dan memiliki misi: 

a. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti bung karno, berdaulat di 

bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di 

bidang kebudayaan, 

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, 

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, 

c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa Tengah yang 

bersih, jujur dan transparan, “ mboten korupsi mboten ngapusi ”; 

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan 

persatuan dan kesatuan, 

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat, 

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa 

Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

2.4.2.1. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah 

Dalam pembangunan Jateng Park, terdapat beberapa SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Dinas) terkait yang ikut merencanakan pembangunannya, 

diantaranya adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas 
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Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanaman Modal Daerah Jawa 

Tengah dan Kesekretarian Provinsi Jawa Tengah. Namun yang paling 

intensif dalam persiapan kerjasama Pemrov Jawa Tengah dan Perum 

Perhutani adalah Kesekretariatan Provinsi Jawa Tengah Biro Infrastruktur 

dan Sumber Daya Alam. 

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan 

pembinaan Sumber Daya ASN di bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, 

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Ketahanan Pangan, Kelautan, 

Perikanan dan Pertanian. Biro Infrastruktur memiliki fungsi: 

a. Pengkoordinasian  penyusunan  kebijakan  daerah  di  bidang  infrastruk

-tur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, 

ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian 

b. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang 

infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya 

mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya 

mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. 

d. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya 

ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi 




